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Abstrak 

Manajemen sumber daya manusia merupakan kunci utama keberhasilan organisasi, termasuk pada 

lingkungan militer. Penelitian ini menganalisis dampak pemberlakuan aturan transisi percepatan 

kenaikan pangkat terhadap komposisi pengawakan perwira TNI Angkatan Laut (TNI AL). Dengan 

menggunakan metode kuantitatif dan peramalan (forecasting) selama lima tahun, hasil penelitian 

menunjukkan bahwa aturan transisi percepatan pangkat memberikan pengaruh signifikan pada 

pangkat Kapten, Mayor, Letnan Kolonel, dan Kolonel. Khususnya, jumlah personel Kolonel 

diprediksi melebihi kapasitas ruang jabatan (DSP), menimbulkan potensi ketidakseimbangan 

pengawakan. Penelitian ini menyarankan perencanaan jangka menengah dan kombinasi kebijakan 

penerimaan personel baru untuk menjaga keseimbangan organisasi. 

Kata Kunci: Manajemen Sumber Daya Manusia, Kenaikan Pangkat, TNI AL, Forecasting, 

Pengawakan Personel 

 

Abstract 

Human resource management is key to organizational success, including in the military. This study 

analyzes the impact of implementing accelerated promotion transition rules on the composition of 

the Indonesian Navy (TNI AL) officer staff. Using quantitative methods and forecasting over five 

years, the results show that the accelerated promotion transition rules significantly impact the ranks 

of Captain, Major, Lieutenant Colonel, and Colonel. Specifically, the number of Colonel personnel 

is predicted to exceed the capacity of the position space (DSP), creating a potential imbalance in 

staffing. This study recommends medium-term planning and a combination of new personnel 

recruitment policies to maintain organizational balance. 
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JIKKDW | April 2026 Volume 8 Nomor 1 | 52 

A. PENDAHULUAN 

Sumber daya manusia (SDM) adalah aset 

strategis yang menentukan keberlanjutan dan 

kinerja organisasi. Dalam konteks militer, 

khususnya TNI AL, perencanaan SDM meliputi 

aspek jangka panjang untuk mencapai tujuan 

strategis serta jangka pendek untuk memenuhi 

kebutuhan operasional. Salah satu elemen 

krusial dalam perencanaan jangka panjang 

adalah sistem promosi dan kenaikan pangkat 

perwira, yang memengaruhi distribusi 

kompetensi dan kapasitas organisasi. Sumber 

daya manusia merupakan aset organisasi yang 

sangat penting, sehingga peran dan fungsinya 

tidak bisa digantikan oleh sumber daya lainnya. 

Sumber daya manusia memegang peran krusial 

dalam menentukan kesuksesan dan 

keberlanjutan suatu organisasi di tengah 

persaingan global yang semakin ketat. Peran 

penting inilah yang menjadikan sumber daya 

manusia sebagai elemen strategis yang esensial 

dalam menentukan baik buruknya kinerja dan 

arah perkembangan sebuah entitas organisasi. 

Pendekatan strategi dalam manajemen sumber 

daya manusia tidak hanya berfokus pada 

rekrutmen dan pelatihan, tetapi juga mencakup 

pengembangan promosi jabatan dan promosi 

pangkat secara proporsional dan berkelanjutan. 

Manajemen sumber daya manusia 

merupakan suatu pendekatan strategi dan 

terintegrasi dalam pengelolaan aset paling 

berharga organisasi, yaitu sumber daya 

manusia, guna mencapai tujuan organisasi 

secara efisien dan efektif (Hidayat dan Anhar, 

2024). Pendekatan ini fokus pada 

pengembangan dan pemanfaatan potensi 

sumber daya manusia secara optimal, mencakup 

serangkaian fungsi esensial seperti pengadaan, 

pengembangan, pengintegrasian, peng-

integrasian, dan pemeliharaan. Terdapat 

beberapa komponen utama yang membentuk 

fungsi dalam manajemen sumber daya manusia, 

yaitu perencanaan SDM (human resource 

planning), rekrutmen dan seleksi (recruitment 

& selection), Pelatihan dan pengembangan 

(training and development), manajemen kinerja 

(performance management), kompensasi dan 

tunjangan (compensation and benefits), 

hubungan karyawan (employee relations), 

pengembangan karier dan kenaikan pangkat 

(career development & promotion), pemutusan 

hubungan kerja (peparation or termination) 

(Ardiansyah, 2021). Karena pentingnya 

peranan manpower planning dalam organisasi, 

maka wajar apabila setiap organisasi 

memberikan porsi yang lebih pada aspek ini, 

tidak terkecuali pada organisasi militer, yaitu 

Tentara Nasional Indonesia (TNI). 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 

Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-

Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara 

Nasional Indonesia, disebutkan bahwa TNI 

sebagai alat negara di bidang pertahanan 

memiliki tugas pokok menegakkan kedaulatan 

negara, mempertahankan keutuhan wilayah 

Negara Kesatuan Republik Indonesia yang 

berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 

Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, serta 

melindungi bahkan seluruh bangsa dan seluruh 

tumpah darah Indonesia dari ancaman dan 

gangguan terhadap keutuhan bangsa dan 

negara. TNI terdiri dari tiga matra (angkatan), 

yaitu TNI Angkatan Darat (TNI AD), TNI 
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Angkatan Laut (TNI AL), dan TNI Angkatan 

Udara (TNI AU) yang melaksanakannya secara 

matra atau gabungan di bawah pimpinan 

panglima TNI (Undang-Undang No 3, 2025). 

Dalam organisasi militer termasuk TNI AL, 

pendekatan perencanaan sumber daya manusia 

(military manpower Planning) menitikberatkan 

pada dua aspek, yaitu perencanaan jangka 

panjang dengan sasaran strategis dan juga 

perencanaan jangka pendek dengan tujuan 

operasional (Abdessameud et al, 2018). 

Kompleksitas manajemen sumber daya 

manusia khususnya di lingkungan militer, 

termasuk TNI Angkatan Laut di dalamnya, 

dimana dinamika kenaikan pangkat perwira 

mempunyai signifikansi terhadap efisiensi 

operasional dan kapabilitas organisasi. Aspek 

ini menjadi krusial mengingat kebutuhan akan 

perwira yang kompeten dan berpengalaman 

untuk mengisi posisi strategis, sejalan dengan 

visi Indonesia untuk menjadi kekuatan ekonomi 

global pada tahun 2045 (Emba, 2025). 

Pemberlakuan aturan transisi kenaikan pangkat 

menjadi sorotan utama, karena berpotensi 

mempengaruhi komposisi pengawakan serta 

distribusi keahlian di berbagai tingkatan 

struktur organisasi TNI Angkatan Laut. 

Perubahan kebijakan ini, yang bertujuan untuk 

mengakselerasi pengembangan karier, dapat 

menimbulkan tantangan dalam menjaga 

keseimbangan antara pengalaman dan promosi, 

terutama dalam konteks stabilitas organisasi 

dan retensi personel. Fenomena ini menuntut 

analisis mendalam mengenai dampak kebijakan 

tersebut terhadap kinerja organisasi, khususnya 

dalam hal pengawakan organisasi. 

Perbandingan komposisi pengawakan serta 

proyeksi atau ramalan antara aturan transisi 

kenaikan pangkat dan aturan sebelumnya akan 

memberikan gambaran komprehensif mengenai 

implikasi jangka panjang kebijakan ini terhadap 

struktur organisasi TNI Angkatan Laut. 

Pemberlakuan aturan transisi percepatan 

kenaikan pangkat pada awal 2025 menimbulkan 

kebutuhan analisis mendalam terkait 

dampaknya terhadap pengawakan organisasi. 

Fenomena ini menuntut evaluasi perbandingan 

antara aturan lama dan aturan transisi 

percepatan untuk memahami implikasi jangka 

panjang terhadap keseimbangan jumlah 

personel di setiap strata pangkat. 

Penelitian ini berusaha menganalisa 

efektivitas aturan transisi percepatan kenaikan 

pangkat perwira dihadapkan dengan 

keseimbangan pengawakan organisasi TNI 

Angkatan Laut, sehingga dapat meng-

identifikasi dampak kebijakan tersebut terhadap 

perbandingan komposisi pengawakan 

organisasi TNI Angkatan Laut. 

B. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan pendekatan 

kuantitatif untuk menganalisis perbandingan 

komposisi pengawakan organisasi strata 

Perwira TNI AL dihadapkan dengan penerapan 

aturan transisi percepatan kenaikan pangkat. 

Pendekatan ini bertujuan untuk mengetahui 

dampak pengisian atau pengawakan organisasi 

strata Perwira dihadapkan dengan 

pemberlakuan aturan transisi percepatan 

kenaikan pangkat. Perhitungan dilakukan untuk 

setiap jenjang kepangkatan perwira untuk 

masing-masing aturan kenaikan pangkat, yaitu 

aturan kenaikan pangkat sebelum 
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pemberlakuan transisi kenaikan pangkat dan 

aturan kenaikan pangkat setelah penerapan 

aturan transisi percepatan kenaikan pangkat. 

Dengan analisis tersebut, akan terlihat berapa 

banyak kelebihan atau kekurangan personel 

perwira per jenjang pangkat untuk masing-

masing aturan kenaikan pangkat. 

Data yang digunakan dalam penelitian ini 

terdiri dari dua data, yaitu data ruang jabatan di 

lingkungan TNI AL (data Daftar Susunan 

Personel/DSP) dan data riil personel strata 

Perwira TNI AL. Kedua data tersebut 

merupakan data sekunder yang diperoleh dari 

dua satker dilingkungan TNI AL, yaitu data 

DSP diperoleh dari Staf Umum Personalia TNI 

AL (Spersal) dan data riil personel diperoleh 

dari Dinas Administrasi Personel TNI AL 

(Disminpersal). 

Teknik analisis data yang dilakukan yaitu 

peramalan (forecasting) terhadap data riil 

perwira selama lima tahun kedepan. Peramalan 

ini dilakukan untuk masing-masing pangkat 

perwira. Peramalan dilakukan untuk dua aturan 

kenaikan pangkat yang berbeda, yaitu aturan 

transisi percepatan kenaikan pangkat dan aturan 

kenaikan pangkat sebelum berlakunya aturan 

percepatan pangkat. Hasil peramalan untuk data 

perwira masing-masing pangkat selama 5 tahun 

ke depan dan juga untuk masing-masing aturan 

kenaikan pangkat, selanjutnya akan 

dibandingkan masing-masing hasil peramalan 

tersebut dengan data jumlah jabatan (DSP). 

Dari hasil perbandingan tersebut, akan terlihat 

bagaimana dampak pengawakan organisasi TNI 

AL, yaitu akan terlihat berapa banyak jumlah 

kelebihan atau jumlah kekurangan personel 

terhadap ruang jabatan untuk masing-masing 

pangkat.  

Peramalan dilakukan kepada seluruh 

populasi data riil personel. Peramalan dilakukan  

menggunakan metode simulasi dengan 

Microsoft excel. Hasil peramalan dengan aturan 

kenaikan pangkat yang memberikan nilai selisih 

terkecil terhadap data DSP merupakan metode 

aturan kenaikan pangkat yang memberikan 

keseimbangan pengawakan organisasi TNI AL 

dalam jangka panjang. 

C. HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Hasil Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan 

untuk mengetahui dampak penerapan dua 

aturan kenaikan pangkat terhadap pengawakan 

organisasi TNI AL, yaitu berapa banyak jumlah 

kelebihan atau jumlah kekurangan personel 

terhadap ruang jabatan untuk masing-masing 

aturan kenaikan pangkat dan juga untuk 

masing-masing jenjang kepangkatan. Subjek 

penelitian adalah seluruh personel perwira 

pamen dan pama TNI AL. Populasi dalam 

penelitian ini merupakan personel pamen dan 

pama TNI AL dan seluruh populasi tersebut 

dijadikan sampel dalam penelitian. Data yang 

digunakan dalam penelitian ini merupakan data 

sekunder yang diperoleh dari dua satker 

dilingkungan TNI AL, yaitu data DSP diperoleh 

dari Staf Umum Personalia TNI AL (Spersal) 

dan data riil personel diperoleh dari Dinas 

Administrasi Personel TNI AL (Disminpersal).  

Data populasi terbagi menjadi strata 

pamen dan pama. Strata pamen terdiri dari 

personel pangkat Mayor, Letnan Kolonel 
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(Letkol) dan Kolonel. Sedangkan strata pama 

terdiri dari pangkat Letnan Dua (Letda), Letnan 

Satu (Lettu) dan Kapten. Dari keseluruhan total 

populasi, personel pangkat Letda menyumbang 

persentase terbesar yaitu sebesar 26%. 

Persentase terbesar kedua adalah pangkat Lettu 

sebesar 18%, dikuti secara berturut-turut oleh 

pangkat Mayor, Letkol, Kapten dan Kolonel 

dengan persentase masing-masing adalah 17%, 

14%, 12% dan 12%. Berdasarkan masa dinas, 

karena populasi yang dianalisis terdiri dari 

pangkat Letda sampai dengan Kolonel, maka 

masa dinas dalam populasi tersebut juga 

beragam mulai dari masa dinas 1 tahun sampai 

dengan masa dinas 36 tahun, dengan rata-rata 

masa dinas seluruh populasi adalah 14 tahun. 

Berdasarkan sebaran umur, rata-rata umur dari 

keseluruhan populasi adalah 43 tahun, dengan 

umur termuda adalah 21 tahun dan usia tertua 

adalah 58 tahun. Sedangkan berdasarkan jenis 

kelamin, personel berjenis kelamin laki-laki 

menyumbang sebesar 92% dari total populasi, 

dan 8% sisanya berjenis kelamin Perempuan.  

Analisis data dalam penelitian ini 

menggunakan analisis kuantitatif yaitu metode 

peramalan (forecasting) dengan metode 

simulasi. Simulasi peramalan dilakukan selama 

5 tahun ke depan, yaitu tahun 2025 sampai 

dengan tahun 2029. Peramalan dilakukan untuk 

masing-masing pangkat, dimulai dari pangkat 

Letda sampai dengan pangkat Kolonel. 

Peramalan juga dilakukan untuk dua aturan 

kenaikan pangkat, yaitu aturan kenaikan 

pangkat setelah pemberlakuan aturan transisi 

percepatan dan aturan kenaikan pangkat 

sebelum pemberlakuan aturan transisi 

percepatan kenaikan pangkat. Hasil dari 

peramalan untuk masing-masing pangkat 

selama lima tahun dan juga untuk kedua aturan 

kenaikan pangkat akan dibandingkan dengan 

data ruang jabatan (DSP) yang ada di TNI AL. 

Dari hasil perbandingan tersebut akan terlihat 

berapa banyak jumlah kelebihan atau jumlah 

kekurangan dari masing-masing pangkat 

selama 5 tahun untuk kedua aturan kenaikan 

pangkat. Hasil tersebut akan menunjukkan 

dampak dari masing-masing aturan kenaikan 

pangkat terhadap komposisi pengawakan di 

lingkungan TNI AL. 

2. Pembahasan 

Hasil analisis untuk pangkat Letda, 

diperoleh bahwa hasil peramalan selama lima 

tahun kedepan dengan menggunakan aturan 

kenaikan pangkat sebelum pemberlakuan 

aturan transisi percepatan menunjukkan bahwa 

terjadi kelebihan jumlah pers Letda 

dibandingkan dengan jumlah ruang jabatan 

(DSP) Letda di lingkungan TNI AL. Sebesar 

89% dari hasil peramalan Letda selama lima 

tahun dapat tertampung di dalam DSP, 

sedangkan 11% sisanya tidak tertampung di 

DSP Letda. Akan tetapi kelebihan 11% ini tidak 

menjadikan masalah di TNI AL dikarenakan 

11% Letda yang tidak tertampung tersebut 

dapat di jabatkan di DSP pangkat diatasnya, 

yaitu pada ruangan jabatan (DSP) Lettu. 

Sedangkan untuk hasil peramalan dengan 

menggunakan aturan transisi percepatan 

kenaikan pangkat diperoleh hasil yang 

berkebalikan, yaitu dapat tertampungnya 

seluruh pers Letda hasil peramalan di dalam 

DSP Letda (hasil peramalan Letda sebesar 86% 

dari total DSP Letda). 
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Hasil analisis untuk pangkat Lettu, 

diperoleh bahwa peramalan baik dengan 

menggunakan aturan kenaikan pangkat sebelum 

dan sesudah pemberlakuan aturan transisi 

percepatan kenaikan pangkat, dua-duanya 

memberikan hasil yang seragam, yaitu 

tertampungnya seluruh pers Lettu hasil 

peramalan di dalam DSP Lettu. Total personel 

Lettu hasil peramalan dengan aturan kenaikan 

pangkat sebelum pemberlakuan aturan transisi 

hanya dapat mengisi sebesar 59% dari total DSP 

Lettu, sedangkan total pers Lettu hasil 

peramalan dengan aturan setelah pemberlakuan 

transisi percepatan hanya dapat mengisi 23% 

dari total DSP Lettu. 

Sama halnya dengan Lettu, hasil analisis 

pangkat Kapten menunjukkan hasil yang 

seragam untuk kedua aturan kenaikan pangkat, 

yaitu tertampungnya seluruh pers Kapten hasil 

peramalan di dalam DSP Kapten. Total personel 

Kapten hasil peramalan dengan aturan kenaikan 

pangkat sebelum pemberlakuan aturan transisi 

hanya dapat mengisi sebesar 37% dari total DSP 

Kapten, sedangkan total pers Kapten hasil 

peramalan dengan aturan setelah pemberlakuan 

transisi percepatan hanya dapat mengisi 64% 

dari total DSP Kapten. 

Sama halnya dengan Lettu dan Kapten, 

hasil analisis pangkat Mayor menunjukkan hasil 

yang seragam untuk kedua aturan kenaikan 

pangkat, yaitu tertampungnya seluruh pers 

Mayor hasil peramalan di dalam DSP Mayor. 

Total personel Mayor hasil peramalan dengan 

aturan kenaikan pangkat sebelum 

pemberlakuan aturan transisi hanya dapat 

mengisi sebesar 25% dari total DSP Mayor, 

sedangkan total pers Mayor hasil peramalan 

dengan aturan setelah pemberlakuan transisi 

percepatan hanya dapat mengisi 30% dari total 

DSP Mayor. 

Hal yang sama juga berlaku dengan hasil 

peramalan pangkat Letkol, yaitu hasil analisis 

pangkat Letkol menunjukkan hasil yang 

seragam untuk kedua aturan kenaikan pangkat, 

yaitu tertampungnya seluruh pers Letkol hasil 

peramalan di dalam DSP Letkol. Total personel 

Letkol hasil peramalan dengan aturan kenaikan 

pangkat sebelum pemberlakuan aturan transisi 

hanya dapat mengisi sebesar 30% dari total DSP 

Letkol, sedangkan total pers Letkol hasil 

peramalan dengan aturan setelah pemberlakuan 

transisi percepatan hanya dapat mengisi 34% 

dari total DSP Letkol. 

Hal yang perlu diwaspai dan mendapat 

perhatian ekstra adalah hasil peramalan untuk 

pangkat Kolonel. Terlihat bahwa, hasil 

peramalan dengan kedua aturan kenaikan 

pangkat memberikan hasil yang serupa, yaitu 

berlebihnya jumlah Kolonel dibandingkan 

dengan DSPnya. Terlihat bahwa, hasil 

peramalan dengan aturan kenaikan pangkat 

sebelum berlakunya transisi percepatan 

kenaikan pangkat menunjukkan hasil bahwa 

pengawakan DSP Kolonel sebesar 334%, 

artinya bahwa hanya sekitar 30% dari 

keseluruhan Kolonel yang dapat tertampung di 

dalam DSP, sedangkan 70% sisanya berada 

diluar DSP (non job). Hasil yang sama juga 

diperlihatkan oleh hasil peramalan dengan 

aturan kenaikan pangkat setelah berlakunya 

aturan transisi percepatan, yaitu pengawakan 

DSP Kolonel sebesar 378%, artinya bahwa 
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hanya sekitar 26% dari keseluruhan Kolonel 

yang dapat tertampung di dalam DSP, 

sedangkan 74% sisanya berada diluar DSP (non 

job). Berdasarkan data perbandingan 

pengawakan Kolonel dengan dua aturan 

kenaikan pangkat tersebut, terlihat bahwa 

berlakunya aturan transisi percepatan kenaikan 

pangkat memberikan jumlah kelebihan yang 

lebih besar selama lima tahun kedepan 

dibandingkan dengan aturan kenaikan pangkat 

yang lama. Pada tabel 1 dan tabel 2 dapat dilihat 

prediksi pengawakan perwira selama lima tahun 

dengan dua skema kenaikan pangkat dan grafik 

perbandingan pengawakan. 

Tabel 1. Prediksi Pengawakan Perwira 

Pangkat 
DSP 

(%) 

Aturan 

Lama 

(%) 

Aturan 

Transisi 

(%) 

Keterangan 

Letda 100 89 100 
Terpenuhi penuh 

dengan transisi 

Lettu 100 59 23 

Pengisian lebih 

optimal aturan 

lama 

Kapten 100 37 64 
Transisi lebih 

seimbang 

Mayor 100 25 30 
Transisi lebih 

optimal 

Letkol 100 30 34 

Sedikit lebih 

baik dengan 

transisi 

Kolonel 100 30 26 

Kedua aturan 

berlebih, transisi 

lebih tinggi 

Tabel 2. Grafik Perbandingan Pengawakan 

 

Grafik batang ini memperlihatkan: 

• Aturan lama (biru) vs aturan transisi 

percepatan (oranye). 

• Pangkat menengah (Kapten, Mayor, 

Letkol) menunjukkan peningkatan pengawakan 

dengan aturan transisi. 

• Pangkat Kolonel tetap melebihi kapasitas 

DSP, menunjukkan potensi ketidakseimbangan 

personel. 

D. KESIMPULAN DAN SARAN 

1. Kesimpulan 

a. Hasil analisis menunjukkan hasil yang 

berbeda untuk peramalan selama lima tahun 

kedepan untuk pangkat Letda dengan 

menggunakan dua aturan kenaikan pangkat. 

Terjadi kelebihan hasil peramalan personel 

pangkat Letda dibandingkan dengan DSP jika 

menggunakan aturan kenaikan pangkat sebelum 

pemberlakuan aturan transisi percepatan. 

Sedangkan jika digunakan aturan kenaikan 

pangkat setelah pemberlakuan aturan transisi, 

menunjukkan hasil yang sebaliknya, yaitu 

terjadinya kekurangan personel pangkat Letda 

dihadapkan dengan DSPnya. 

b. Hasil analisis untuk pangkat Lettu, 

Kapten, Mayor dan Letkol menunjukkan hasil 

yang seragam, yaitu tertampungnya seluruh 

personel hasil peramalan untuk masing-masing 

pangkat tersebut baik dengan menggunakan 

aturan kenaikan pangkat sebelum dan sesudah 

pemberlakuan aturan transisi percepatan. Untuk 

pangkat Kapten, Mayor dan Letkol, terlihat 

bahwa penggunaan aturan kenaikan pangkat 

setelah pemberlakuan aturan transisi 

memberikan hasil yang lebih baik dibandingkan 
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dengan aturan sebelum pemberlakuan transisi 

percepatan dalam hal pengawakan organisasi. 

Hal ini terlihat bahwa, untuk ketiga pangkat 

tersebut menunjukkan persentase pengawakan 

yang lebih besar terhadap DSP dibandingkan 

dengan aturan kenaikan pangkat yang lainnya. 

c. Hasil analisis untuk pangkat Kolonel baik 

dengan aturan kenaikan pangkat sebelum dan 

sesudah transisi percepatan menunjukkan hasil 

yang seragam, yaitu berlebihnya jumlah 

personel Kolonel dibandingkan dengan DSP. 

Aturan kenaikan pangkat setelah pemberlakuan 

transisi percepatan memberikan dampak yang 

lebih besar terhadap organisasi dibandingkan 

aturan yang lain, dikarenakan semakin besarnya 

persentase Kolonel yang tidak tertampung di 

dalam DSP. 

2. Saran 

a. Perlunya dilakukan peramalan jangka 

menengah atau jangka panjang untuk 

mengetahui dampak yang akan terjadi dalam 

organisasi TNI AL dalam hal persentase 

pengawakan organisasi. 

b. Perlunya kombinasi antara penerapan 

aturan kenaikan pangkat yang dikombinasikan 

dengan jumlah penerimaan personel baru 

mengingat kecilnya persentase pengawakan 

Lettu dalam organisasi TNI AL. 

c. Perlunya penyiapan second career sejak 

dini untuk mengantisipasi potensi tidak 

tertampungnya personel dalam DSP. 
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